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ABSTRAK

Pendahuluan. Pengelolaan dokumen kehukuman di PTKIN perlu terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum agar dapat mendukung kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses
tata kelola dokumen dan informasi hukum yang terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum di cakupan PTKIN.

Metode penelitian. Penelitian ini memanfaatkan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Tahap
penghimpunan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan kajian dokumen. Terdapat empat informan
yang dipilih melalui pendekatan purposif.

Data analisis. Proses analisis data dikerjakan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.
Hasil dan Pembahasan. Pengelolaan dokumen kehukuman di UIN Sunan Gunung Djati Bandung mencakup
tiga unsur sesuai dengan Permenkumham RI No.8/2019 serta empat fase pengintegrasian, mulai dari
penyusunan kerangka acuan kerja pembentukan lembaga JDIH hingga kepada rilis resmi dari JDIHN terkait
laman web jdih.uinsgd.ac.id.

Kesimpulan dan Saran. Integrasi tata kelola dokumen kehukuman dengan JDIH melalui tiga tahapan besar,
yakni pengabstrakan, pengolahan, dan pelaporan. Proses pengintegrasian dengan JDIH oleh UIN Sunan Gunung
Djati Bandung adalah yang pertama di Indonesia pada cakupan PTKIN sehingga dapat dijadikan acuan PTKIN
lainnya dalam pengelolaan dokumen dan informasi kehukuman.

Kata kunci: dokumen hukum; informasi hukum; jaringan dokumentasi dan informasi hukum

ABSTRACT

Introduction. The integration of legal document management at PTKIN with JDIH is necessary to ensure legal
certainty. This research aims to describe the process of managing legal documents and information integrated
with JDIH within PTKIN.

Data Collection Methods. This research uses qualitative methods with a case study approach. Data collection
process were carried out by observations, interviews, and document reviews. There were from informants
selected through a purposive approach.

Data Analysis. Data analysis process were carried out by reducing data, presenting data, and conclusions.
Results and Discussion. The management of legal documents at UIN Sunan Gunung Djati Bandung comprises
three elements as per Permenkumham RI No.8/2019 and four phases of integration. These phases begin with the
preparation of the Terms of Reference for the establishment of the JDIH institution and end with the official
release from JDIHN, which is related to the jdih.uinsgd.ac.id website.

Conclusion. The governance of legal documents integrated with JDIH involves three elements: abstracting,
processing, and reporting. UIN Sunan Gunung Djati Bandung's integration with JDIH is considered as a
pioneerin Indonesia's PTKIN scope, making it a reference for other PTKINs in managing legal documents.

Keywords: legal documents, legal information, legal documentation and information network (JDIH)
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A. PENDAHULUAN

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung
Djati Bandung merupakan Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) menjadi
pionir di Indonesia karena telah berintegrasi
dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum di tingkat nasional. Hal tersebut ditandai
dengan adanya peresmian secara seremonial
laman web jdih.uinsgd.ac.id oleh mantan Wakil
Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar
Sharif Hiraiej pada tanggal 5 April 2023 di UIN
Sunan Gunung Djati Bandung. Berdasarkan
hasil observasi, kebutuhan terhadap revitalisasi
dan reformasi hukum di lingkungan sivitas
akademika mendorong UIN Sunan Gunung
Djati Bandung untuk membangun Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di
lembaganya, spesifiknya pada Fakultas Syariah
dan Hukum miliknya, serta mengintegrasikan
proses tata kelola dokumen dan informasi
kehukumannya dengan Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).

Upaya dalam penciptaan kepastian hukum
di suatu tatanan wilayah, termasuk ruang
lingkup pendidikan tinggi, dapat tercermin dari
tata kelola dokumen dan informasi kehukuman
yang memenuhi kaidah tertib serta teratur.
Melalui proses tata kelola yang terpadu dengan
beragam jenis organisasi di dalamnya, pusat
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Nasional atau JDIHN yang merupakan subunit
dari Badan Pembinaan Hukum Nasional,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia melakukan upaya tersebut
dengan mengedepankan aspek kontinuitas
sehingga pelayanan terkait informasi hukum
kepada para pengguna diekspektasikan mampu
berlangsung secara komplet, presisi, mudah,
dan tangkas (Sari & Sari, 2020). Anggota JDIH
telah tersebar di berbagai instansi pada cakupan
nasional, mulai dari tingkat pusat hingga ke
daerah, yang terdiversifikasi di seluruh penjuru
Indonesia.

Salah satu jenis lembaga yang proses tata
kelola dokumen dan informasi hukumnya
diamanatkan agar terintegrasi dengan pusat
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Nasional adalah perguruan tinggi. Melalui
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012,

perpustakaan hukum di tingkat perguruan tinggi
baik itu negeri maupun swasta telah diberikan
mandat yang gamblang untuk menjadi anggota
dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum serta membangun portal basis data
berisikan peraturan perundang-undangan di
dalamnya. Sebagai basis wadah pemenuhan
kebutuhan masyarakat terhadap tersedianya
informasi dan dokumen hukum, anggota
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
mengedepankan dua aspek dalam sistem
penyelenggaraannya, yakni aspek etika dan
legal (Patel & Hanumappa, 2019).

Kemudahan terhadap akses informasi
hukum juga dibangun pada ekosistem
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri atau
PTKIN. Universitas Islam Negeri Sunan
Gunung Djati Bandung sebagai PTKIN pertama
dan satu-satunya di Indonesia yang telah
terintegrasi dengan pusat JDIHN memiliki
ketertarikan untuk melakukan proses tersebut
karena ingin mengambil peranan strategis yang
lebih besar untuk penyediaan informasi tentang
produk-produk hukum sebagai bagian dari
pendidikan hukum yang tengah digaungkannya.
Selain itu, permasalahan dalam hal
pendayagunaan bersama atas bahan dokumen
hukum menjadi faktor lainnya yang mendorong
proses pengintegrasian dengan pusat Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
Pembahasan mengenai pengelolaan dokumen
dan informasi hukum pada tingkat perguruan
tinggi menjadi lebih menarik untuk dikaji secara
lebih mendalam karena menurut situs resmi
JDIHN.go.id per Agustus 2023 hanya terdapat
26 anggota dari lembaga jenis perguruan tinggi
yang telah terintegrasi dengan JDIH di tingkat
nasional atau JDIHN.

Penelitian terkait tata kelola dokumen dan
informasi hukum berbasis Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
pernah dilakukan oleh Kurnia (2015) yang
membahas terkait manajemen produk hukum
sebagai pendorong kesuksesan penyuluhan
hukum Biro Hukum dan HAM Sekretariatan
Daerah Jawa Barat. Penelitian tersebut
memberikan gambaran pada proses pengolahan
dokumen yang mencakup kegiatan recording,
organizing, dan disseminating melalui
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penggunaan JDIH Provinsi Jawa Barat sehingga
perlunya mengembangkan kajian tersebut
dengan pengelolaan berbasiskan JDIH di
lingkungan perguruan tinggi, khususnya
PTKIN. Proses pengelolaan dokumen dan
informasi hukum, khususnya di Indonesia,
pengintegrasian dengan sistem JDIH di
lingkungan pendidikan tinggi akan menjadi
nilai kebaruan yang ditawarkan dalam
penelitian ini, sehingga pembangunan kepastian
hukum berbasis dokumen dan informasi yang
tertib dan teratur bisa terselenggara secara
inklusif, termasuk di ruang lingkup lembaga
akademik.

Penelitian ini berfokus pada pembahasan
terkait proses tata kelola berbasis integrasi yang
dilakukan pada dokumen dan informasi hukum
di salah satu anggota JDIH pertama dan satu-
satunya di tingkat PTKIN, yakni UIN Sunan
Gunung Djati pada rentang waktu November
2022 hingga Maret 2023. Belum adanya
penelitian yang spesifik membahas tentang
proses tata kelola berbasis pengintegrasian
terhadap dokumen dan informasi hukum di
lingkup PTKIN menjadi hal yang menarik
dalam kajian ini, sehingga nantinya dapat
mendorong lembaga-lembaga pendidikan tinggi
lain—khususnya PTKIN—untuk memper-
timbangkan pembangunan JDIH di instansinya.
Selain karena hal tersebut, penelitian ini
diharapkan mampu berkontribusi dalam upaya
penciptaan dan penegakan hukum yang inklusif
berbasiskan dokumen dan informasi hukum
yang tertib dan teratur, sehingga ke depannya
semua pihak bisa merasakan akses yang sama
terhadap pelayanan dokuman dan informasi
kehukuman, khususnya di lingkungan
pendidikan tinggi.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terkait proses tata kelola dokumen
kehukuman salah satunya berasal dari India
yang memiliki kajian terhadap sistem JDIH-nya
sendiri dengan nama OLIS atau singkatan dari
Online Legal Information System (Bhardwaj &
Margam, 2017). Kajian dalam penelitian
tersebut mengangkat topik tentang standar
metadata yang dipergunakan dalam ekosistem
OLIS melalui aturan Dublin Core (DC) demi
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meningkatkan kecepatan serta ketepatan dalam
temu kembali informasi yang dilakukan oleh
target penggunanya, yakni para pengacara,
peneliti, pelajar, serta pengguna umum.
Pembahasan dalam penelitian tersebut berisikan
rangkaian tindakan yang sifatnya teknis dan
belum mengkaji secara lebih mendalam tentang
proses mendobrak barier antar target pengguna
OLIS serta batasan-batasan organisasi.
Penelitian ini berupaya untuk mengisi gap
tersebut dengan cara memberikan gambaran
yang lebih jelas terkait keharusan pembauran
tata kelola dokumen dan informasi hukum antar
lembaga PTKIN dengan sistem JDIH.

Kajian lainnya yang membahas spesifik
mengenai proses integrasi tata kelola dokumen
adalah penelitian yang dilakukan oleh Jervis &
Masoodian (2014) terhadap delapan lembaga di
Selandia Baru pada sektor privat. Penelitian
tersebut memberikan gambaran bahwasanya
proses integrasi dokumen dan informasi di
beberapa perusahaan swasta mencakup 5
tahapan besar, yakni organization,
maintenance, control, storage, dan retrieval.
Pembahasan di dalamnya masih terbatas pada
jenis dokumen privat. Oleh karena itu,
penelitian ini berupaya melengkapi kajian
tersebut dengan pendeskripsian proses integrasi
dokumen dan informasi yang spesifik
mengandung nilai kehukuman di sektor publik.
Selain itu, penelitian ini juga memberikan
gambaran urgensi dari pembentukan JDIH di
lembaga-lembaga PTKIN.

Dokumen dan Dokumentasi

Istilah dokumen sendiri memiliki makna
definitif yang sangat beragam, tergantung dari
sudut pandang dan sumber informasi yang
dipergunakan dalam mendefinisikannya. Jika
kita menyelisik secara lebih mendalam
pengertian dokumen dalam konteks isi, maka
dokumen dapat kita definisikan sebagai segala
jenis bahan pustaka yang bersubstansi nilai
keaslian dan integritas (Bhebhe, 2015). Hal ini
selaras serta didukung dengan konsep bahwa
dokumen juga pada substansinya mengandung
aneka ragam aspek lain yang terkandung di
dalamnya, tidak hanya yang telah disebutkan
sebelumnya, seperti halnya aspek fisik, mental,
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dan yang tak kalah penting ialah aspek sosial
(Vamanu, 2023).

Berkaitan dengan konsep dokumen sebagai
sebuah produk, maka proses pembentukannya
dapat dikatakan sebagai aktivitas dokumentasi.
Definisi dokumentasi sebagai suatu aktivitas
menggambarkan ketiga aspek, yakni peng-
identifikasian, pengambilan, serta penyimpanan
hal-hal yang ingin diabadikan agar tetap lestari
(Sudarsono, 2017). Beragam jenis aspek
kehidupan yang dapat didokumentasikan
mencakup peristiwa-peristiwa tertentu yang
dapat dituangkan ke dalam berbagai format,
seperti tulisan, foto, atau rekaman. Pembahasan
terkait dokumentasi di Indonesia mulai
terdiseminasikan pada tatanan akar rumput
ketika tersebarnya mesin ketik IBM sehingga
memiliki pengaruh terhadap manajemen data
serta pendokumentasian informasi yang dapat
dilakukan dalam cakupan rumah tangga
(Ermawelis, 2018).

Dokumen yang erat kaitannya dengan
ranah hukum disebutkan secara terperinci dalam
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012
tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Nasional, spesifiknya di Bab Ketentuan
Umum. Dokumen hukum adalah produk
perundang-undangan yang termasuk namun
tidak terbarier pada aneka ragam jenis putusan
pengadilan, yurisprudensi, monografi, artikel,
majalah, penelitian, pengkajian, naskah
akademis, hingga ke rancangan peraturan
perundang-undangan (Rahman et al., 2020).
Apabila merujuk pada sistem JDIH yang berada
di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
Bandung, maka aneka ragam dokumen
kehukuman yang tersedia adalah peraturan
perundang-undangan, monografi hukum, artikel
hukum, dan putusan-putusan terkait
kelembagaan lainnya.

Informasi

Suatu informasi tercipta dari sebuah
pemrosesan data yang telah dilakukan
sebelumnya dalam siklus-siklus tertentu.
Peranan data menjadi hal yang krusial untuk
dapat mendefinisikan informasi karena
memiliki peran sebagai salah satu unit
representatif dari sebuah informasi, walaupun

keduanya memiliki definisinya masing-masing
dan sering kali disalahartikan menjadi satu
kesatuan yang sama dan setara oleh sebagian
besar orang (Borglund & Engvall, 2014).
Pemrosesan data dapat diperbuat melalui aneka
ragam cara yang terdiversifikasi, salah satu di
antaranya yaitu melalui pencatatan atau
perekaman fakta-fakta yang eksis di lapangan
dan kemudian diformulasikan serta diberikan
konteks tertentu sehingga lahirlah satu
informasi utuh yang baru(Bosancic, 2020).

Informasi pada hakikatnya juga
mengandung data yang berlandaskan fakta-
fakta yang eksis sehingga terdapat nilai
keberfungsian yang tercipta di dalamnya. Salah
satu fungsi informasi bagi kehidupan sehari-hari
yang bersifat sangat fundamental adalah sebagai
dasar acuan dalam menetapkan keputusan-
keputusan yang akan diambil, baik dalam ranah
pribadi, kelompok masyarakat, maupun
organisasional, sehingga peranan informasi
memiliki pengaruh dan dampak tersendiri
terhadap kualitas keputusan yang akan maupun
sedang ditempuh tersebut "(Saukkonen et al.,
2018). Berdasarkan salah satu fungsi informasi
yang telah dikemukakan sebelumnya, maka
dapat kita lihat bahwa sebuah informasi
mempunyai peranan yang begitu vital dan
krusial bagi kehidupan manusia secara individu,
kelompok masyarakat, maupun secara kolektif
di dalam tatanan organisasi.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum

Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum atau yang biasa dipersingkat menjadi
JDIH ialah wadah penghimpunan serta
pemberdayaan secara kolektif dokumen dan
informasi kehukuman dengan berlandaskan
pada asas-asas tertib, terpadu, dan berke-
sinambungan. JDIH juga berfungsi sebagai
sarana pelayanan informasi kehukuman yang
berasaskan pada keakuratan, kemudahan, serta
kecepatan. Lebih jauh dari itu, jika kita melihat
tujuan didirikannya JDIH dalam cakupan yang
lebih luas, maka kita dapat melihat bahwasanya
JDIH juga berfungsi dalam peningkatan mutu
supremasi hukum, penegakan hukum, serta
keadilan hukum pada tingkat nasional di bawah
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naungan Badan Pembinaan Hukum Nasional,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia(Mulyono & Utami, 2019).

Berdasarkan data yang telah dihimpun pada
Mei 2023, anggota JDIH di Indonesia sudah
mencapai angka 1.660, dan 1.225 di antaranya
telah terintegrasi dengan pusat jaringan JDIH di
tingkatan nasional. Angka ini tentu masih dapat
ditingkatkan serta dimaksimalkan lagi
jumlahnya mengingat JDIH ini memiliki
cakupan yang sangat luas, yakni pada skala
nasional. Selain itu, berdasarkan penelitian yang
telah dilakukan oleh Jazuli (2019), jumlah
anggota JDIH pada tahun 2018 telah mencapai
angka 1.610 anggota, sehingga jika kita
menyelisik perkembangannya hingga tahun
2023, kenaikan jumlah anggotanya relatif
sedikit, yakni hanya sebanyak 50 anggota saja
dalam kurun waktu lima tahun.

Integrasi

Istilah integrasi dapat dimaknai sebagai
penyatuan, pembauran, maupun penggabungan
hal-hal tertentu sehingga menjadi seia sekata
yang utuh dan sama serta tidak dapat dipisah
satu dengan yang lainnya. Term ini dari waktu
ke waktu telah digunakan pada banyak subjek di
lini kehidupan sosial, seperti pada aspek
kemitraan, lingkup profesional, beberapa
literatur, hingga dokumen kebijakan (Thomas,
2015). Kata integrasi juga dalam istilah
komputer yang tercantum pada Kamus Besar
Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai
penggabungan aktivitas, program, atau
komponen perangkat keras yang berbeda ke
dalam satu unit fungsional.

Konteks Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum atau JDIH, proses integrasi
merupakan tanggung jawab dan wewenang
Badan Pembinaan Hukum Nasional,
spesifiknya di Bidang Substansi Sistem dan
Basis Data. Proses pengintegrasian dalam hal ini
pula berarti mengumpulkan anggota-anggota
jaringan dari berbagai lembaga, mulai dari pusat
hingga daerah, untuk bergabung ke dalam
sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Nasional. Laman web yang menjadi
titik pusat serta luaran proses pengintegrasian
ini berada di jdihn.go.id.
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C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini ditempuh melalui metode
kualitatif agar tujuan dapat tercapai secara
komprehensif. Selain itu, fenomena dan konsep
pada penelitian ini memerlukan peninjauan
yang lebih luas dibandingkan dengan
pendekatan numerik karena penjabarannya
yang lebih holistik terkait pengelolaan JDIH di
lingkungan PTKIN. Metode penelitian
kualitatif didefinisikan sebagai proses
mempelajari fenomena sosial yang terus-
menerus bertransformasi melalui penafsiran
serta pemaknaan (Morselli & Marcelli, 2022).
Jenis penelitian secara kualitatif yang
digunakan adalah studi kasus.

Menurut Yin (2015), studi kasus ialah
penelitian yang berfungsi dalam memberikan
nilai tambah pengetahuan secara unik terkait
fenomena-fenomena di ranah individu,
organisasi, maupun sosial-politik. Keunikan
atau kekhasan dari penelitian ini tergambar pada
objek penelitiannya, yaitu PTKIN pertama dan
satu-satunya di Indonesia yang telah terintegrasi
dengan JDIH nasional. Studi kasus sebagai
salah satu tipe penelitian kualitatif juga serasi
dengan konsep bahwasanya jenis penelitian ini
dapat digunakan untuk mendeskripsikan fakta
sesungguhnya dari prosedur yang terbentuk di
organisasi (Alam, 2021). Fenomena ataupun
prosedur yang ingin dikaji adalah pada
rangkaian pengelolaan dokumen dan informasi
hukum di UIN Sunan Gunung Djati Bandung
yang terintegrasi dengan sistem Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
Fenomena tersebut muncul karena adanya
kebutuhan terhadap revitalisasi dan reformasi
hukum di lingkungan sivitas akademika UIN
Sunan Gunung Djati Bandung. Proses tata
kelola dokumen dan informasi hukum tersebut
mencakup tiga unsur, yakni pembuatan abstrak,
pengolahan dokumen dan informasi hukum,
serta pembuatan laporan evaluasi. Ketiga
tahapan tersebut merupakan unsur-unsur peng-
integrasian dengan basis sistem Jaringan Doku-
mentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai
solusinya. Pemilihan satu unit tertentu, baik itu
individu, organisasi, masyarakat, bahkan negara
bisa dijadikan fokus penelitian pada jenis
penelitian studi kasus "(Bhatetal., 2023).
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Tahapan penghimpunan data dikategori-
sasikan ke dalam dua variasi, yakni studi
literatur serta studi lapangan. Studi literatur
diperoleh melalui kegiatan pemberdayaan
artikel, jurnal, serta beragam dokumen yang
selaras topiknya dengan pengelolaan dokumen
dan informasi serta JDIH (Surani, 2019).
Sedangkan dalam ranah studi lapangan, tahapan
pengumpulan datanya melalui tiga tahapan,
yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Kegiatan observasi dilakukan pada lokasi
penelitian dengan pencatatan atau perekaman
berbagai temuan yang akan dimasukan ke dalam
salah satu hasil pengkajian (Hasanah, 2016).
Pada penelitian ini, observasi dilaksanakan pada
proses penatakelolaan dokumen dan informasi
hukum yang diterapkan di JDIH UIN Sunan
Gunung Djati Bandung.

Tahapan pengumpulan data berikutnya
ialah wawancara, yakni kesempatan bagi
peneliti untuk bertanya kepada narasumber
sehingga memberikan luaran terkait topik
penelitian (Laryeafio & Ogbewe, 2023).
Tahapan ini ditunjang oleh proses studi
dokumentasi berupa foto kegiatan, pember-
kasan, dan catatan-catatan lainnya untuk
memperkaya pembahasan. Proses penelitian ini
akan terlaksana secara siklus (cylical). Oleh
karenanya, proses analisis data yang diterapkan
yaitu mencakup reduksi data, penyajian data,
serta penarikan kesimpulan untuk mendukung
proses penelitian yang bersifat cyclical.

Penelitian ini bertempat di JDIH UIN
Sunan Gunung Djati Bandung yang beralamat-
kan di JIn. A.H. Nasution No. 105, Cibiru, Kota
Bandung, Jawa Barat dengan durasi 1 bulan
mulai dari Juni-Juli 2023. Keempat narasumber
atau informan yang dipilih merupakan pejabat
pengelola JDIH UIN Sunan Gunung Djati
berjenis kelamin laki-laki dengan latar belakang
pendidikan magister di bidang ilmu hukum dan
ilmu komputer. Narasumber dipilih karena
keempatnya turut serta aktif dalam proses
pengintegrasian tata kelola dokumen dan
informasi hukum di UIN Sunan Gunung Djati
Bandung dengan Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Uji
keabsahan data dilakukan melalui metode
triangulasi sumber yang dilakukan dengan cara

pendeskripsian temuan dari narasumber, lalu
setelah dilakukan analisis dan penarikan
kesimpulan maka kemudian diproses melalui
aktivitas member check dengan para informan
serta ahli dari Badan Pembinaan Hukum
Nasional bidang Layanan dan Dokumentasi
Hukum yang memiliki pengalaman selama 10
tahun dalam proses tata kelola dokumen dan
informasi kehukuman. Rincian informan serta
ahli digambarkan pada visualisasi di Tabel 1.

D. HASILDAN PEMBAHASAN

Tata kelola dokumen dan informasi hukum
dalam proses pengimplementasiannya diseleng-
garakan dengan mengedepankan beragam
aspek, seperti efektivitas serta efisiensi, yang
akan memudahkan para pengguna ketika
mengaksesnya dalam berbagai format serta
wadah sesuai dengan perkembangan teknologi
komunikasi dan informasi yang semakin
mendisrupsi segala lini kehidupan sosial akhir-
akhir ini, termasuk disrupsi dalam ranah hukum.
Melalui terciptanya fenomena masyarakat
terkomputerisasi seperti yang terjadi dewasa ini,
sumber daya manusia yang memiliki peran dan
tanggung jawab sebagai pengelola dokumen
dan informasi—atau yang biasa dikenal sebagai
pustakawan—di suatu lembaga maupun instansi
mulai sadar dan bergerak untuk segera
mengalihkan serta mengembangkan pandangan
layanan publik yang dikelolanya ke dalam satu
sistem berbasiskan automasi dan elektronifikasi
terhadap dokumen dan informasi dengan
berbagai format serta medium. Salah satu upaya
alternatif yang bisa dijadikan salah satu opsi
pertimbangan dalam mengembangkan
kebijakan di sektor pelayanan publik oleh
berbagai lembaga dalam meraih kesetaraan
serta keadilan akses terhadap dokumen dan
informasi hukum ialah melalui pengimplemen-
tasian kolaborasi jaringan yang bermakna, yakni
mengelaborasikan secara kolektif dan masif
aneka ragam masalah yang sifatnya kompleks di
berbagai lembaga untuk diselesaikan secara
bersama-sama dalam satu wadah terpadu dan
terkoneksi antar satu institusi dengan institusi
yang lainnya (Haraldsdottir & Gunnlaugsdottir,
2022).
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Beberapa negara di Eropa sudah memiliki
pengalaman teknis dalam mengimplementasi-
kan kolaborasi jaringan yang terpadu antar
lembaga berkaitan dengan proses tata kelola
dokumen dan informasi yang dikelolanya.
Belgia sebagai salah satu negara di Eropa
melakukan upaya dalam mengatasi komplek-
sitas pertukaran dokumen serta informasi antar
ketiga lembaga pemerintahan federalnya, yakni
Brussels, Wallonia, dan Flanders, semenjak
tahun 1999 silam dengan penerapan sistem
interkoneksi yang diberi nama e-PV, yakni
wadah tata kelola dokumen bersubstansi hukum
dan pemerintahan yang terintegrasi satu sama
lainnya sehingga dapat diakses secara umum
serta terbuka untuk keperluan masyarakat luas
(G2C), keperluan bisnis dan pengusaha (G2B),
maupun antar negara bagian dan pemerintahan
federal (G2G). Walau terbilang cukup mumpuni
dibandingkan dengan negara-negara lainnya,
proses implementasi dari sistem interkoneksi e-
PV di Belgia ini nyatanya masih memerlukan
pengembangan yang lebih lanjut di dalam hal
kolaborasi antar negara bagian, terutama pada
aspek peningkatan komitmen atau inisiasi yang
lebih kuat serta terpadu dari para kementerian
dan negara bagian agar mau berkoordinasi
secara heterogen antar lembaga pemerintahan
yang memiliki kompleksitas masalahnya
tersendiri—(Maroye etal., 2017).

Proses pengintegrasian tata kelola
dokumen dan informasi hukum di UIN Sunan
Gunung Djati Bandung dengan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
(JDIHN) sebagai salah satu upaya kolaborasi
jaringan dilaksanakan melalui empat fase
pembentukan, yang prosesnya diawali pada
tanggal 23 November 2022 melalui Penyusunan
Kerangka Acuan Kerja Pembentukan Lembaga
JDIH hingga kepada rilis resmi dari JDIHN
terkait laman web jdih.uinsgd.ac.id pada tanggal
6 Maret 2023. Rangkaian serta alur proses
pengintegrasian secara keseluruhan tervisuali-
sasi pada Gambar 1. Peneliti berdiskusi dengan
Ayu (nama samaran), seorang ahli di Badan
Pembinaan Hukum Nasional yang berpenga-
laman di bidang Substansi Layanan Dokumen
dan Publikasi Hukum selama 10 tahun serta
turut serta aktif dalam membantu anggota JDIH
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dalam proses tata kelola dokumen dan informasi
kehukuman. Proses awal pada fase penginte-
grasian adalah melakukan kerja sama serta studi
banding dengan Pemerintah Provinsi atau
Kabupaten/Kota terdekat dari domisili
berdirinya lembaga JDIH tersebut, sesuai yang
dilakukan oleh JDIH UIN Sunan Gunung Djati
Bandung pada November 2022.

“JDIH yang baru dibangun misalnya
bingung 'saya harus apa?' maka dia harus
melakukan studi banding dengan Provinsi
atau Kabupaten/Kota yang terdekat tapi
bagus. Semisal di wilayah Tangerang,
maka universitas di wilayah Tangerang
bisa melihat pembangunan JDIH di Pemkot
Tangerang.” (Ayu, personal
communication, March 13, 2024)

JDIH yang dibentuk oleh Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dapat diidentifikasikan sebagai upaya
kolektif aneka ragam jenis lembaga di Indonesia
yang memiliki dokumen dan informasi hukum
agar dapat dihimpun, dikelola, diproses, diolah,
serta didiseminasikan dengan menggunakan
konsep kolaborasi jaringan yang terkoneksikan
dengan jaringan internet antar satu institusi
dengan institusi yang lainnya. Peneliti
berdiskusi dengan Putra (nama samaran),
seorang Pustakawan Ahli Utama yang juga ahli
dari Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan
pengalaman selama 10 tahun di bidang
Substansi Layanan Dokumen dan Publikasi
Hukum. Berdirinya Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum (JDIH) merupakan wadah
dari adanya kebutuhan sistem basis data untuk
hukum yang berlaku secara nasional.

“Sedari dulu, sistem Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum
dibangun secara berjejaring. Jadi kita
perlu satu database yang bisa digunakan
sebagai bahan baku bagi berdirinya hukum
nasional. Kalau merujuk kepada sistem
yang mirip-mirip dengan kita itu seperti
Australia, mereka punya AustLIl, satu
portal tentang dokumen hukum, mulai dari
yurisprudensi hingga peraturan-peraturan
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negara-negara bagian dikumpulkan ke
dalam satu” (Putra, personal communi-
cation, March 13, 2024)

Data per Juli 2023 menunjukkan terdapat
sebanyak 1.661 anggota JDIH di tingkat
nasional, artinya terdapat kenaikan dibanding-
kan dengan data yang dihimpun pada penelitian
sebelumnya oleh Khakim et al. (2020) yang
masih berjumlah 1.610 anggota di dalam proses
penyelenggaraannya. Rincian anggota JDIH di
tingkatan nasional tersebut secara spesifik dapat
dikategorisasi berdasarkan jenis lembaganya,
yang dijabarkan secara lebih jelas ke dalam
Tabel 2. Data tersebut menunjukkan jumlah
lembaga yang telah menjadi satu kesatuan
anggota JDIH di tingkat nasional, baik yang
telah maupun belum terintegrasi dalam satu
sistem kolaborasi jaringan terpadu. Jika kita
spesifik menyelisik secara lebih mendalam pada
ranah serta cakupan lembaga pendidikan tinggi,
maka akan ditemukan bahwasanya tata kelola
dokumen dan informasi hukumnya berada di
bawah naungan institusi perpustakaan hukum
dengan total sebanyak 403 lembaga di tingkat
nasional. Walaupun demikian, dari total
keseluruhan 403 perpustakaan hukum yang
telah menjadi anggota tersebut hanya sebanyak
26 perpustakaan hukum yang telah melalui
serangkaian proses pembauran dalam tata kelola
dokumen dan informasi hukum dengan sistem
JDIH di tingkat nasional, dan salah satu dari 26
lembaga tersebut adalah JDIH UIN Sunan
Gunung Djati Bandung. Rincian daftar
perpustakaan hukum yang telah diintegrasikan
dengan sentral JDIH di tingkat nasional tersebut
dapat disimak secara lebih jelas dan terperinci
pada visualisasi di Tabel 3.

JDIH yang dikelola secara langsung oleh
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, berdasar-
kan data yang telah dipaparkan sebelumnya,
merupakan satu-satunya anggota JDIH
berbentuk PTKIN yang sudah melalui
serangkaian proses pengintegrasian dengan
pusat JDIH di tingkat nasional, bahkan termasuk
ke dalam jenis PTKIN pertama di Indonesia.
Ketua JDIH UIN Sunan Gunung Djati
menuturkan bahwasanya perwujudan jaringan
dokumentasi dan informasi yang telah melalui

serangkaian proses pengintegrasian ini memi-
liki tujuan dan maksud untuk mendiseminasi
aneka ragam pengetahuan serta gagasan
kehukuman sebagai salah satu ciri khas lembaga
yang berada di bawah naungan institusi
akademik. Upaya JDIH UIN Sunan Gunung
Djati Bandung dalam proses mendiseminasi
dokumen dan informasi hukum tersebut juga
selaras dengan konsep yang telah dipaparkan
oleh Peruginelli et al. (2021) yang menyatakan
bahwa lembaga universitas, dalam hal ini
PTKIN, merupakan salah satu jenis ruang
publik yang memilki tanggung jawab dan peran
dalam menawarkan informasi kehukuman pada
kanal digital kepada target audiens tertentu.

“JDIH UIN Sunan Gunung Djati Bandung
adalah JDIH pertama tingkat Perguruan
Tinggi Keagamaan Negeri di Indonesia
vang terintegrasi dengan Pusat JDIHN
vang berfokus pada penyebarluasan ilmu
dan gagasan terkait hukum sebagai ciri
khas lembaga akademik.” (Fulan, personal
communication, July 24, 2023)

Proses tata kelola dokumen dan informasi
kehukuman juga pada dasarnya memerlukan
sebuah standar yang dapat dijadikan sebagai
pedoman tahapan demi tahapan dalam
pemrosesan dokumen oleh para pengelola di
dalam organisasi tersebut, sama halnya dengan
jenis dokumen dan informasi lainnya. Apabila
diselisik secara lebih mendalam pada cakupan
internasional, maka kita dapat melihat salah satu
standar acuan tata kelola yang digagas,
diformulasikan, dan juga disediakan oleh ISO
(International Organization for Standardiza-
tion) yang menyatakan bahwasanya, secara
sederhana, serangkaian tindakan tata kelola
dokumen dapat mencakup proses pengonsepan
ide hingga ke aspek logisnya sampai ke tahap
terakhir yakni rangkaian aktivitas penghapusan
fisik suatu dokumen yang mengandung
informasi tertentu di dalamnya (Sladi¢ et al.,
2017). Pada ranah nasional, di Indonesia sendiri
terdapat salah satu standar acuan yang dapat
diikuti oleh para anggota JDIH di seluruh
penjuru negeri dalam melakukan proses tata
kelola dokumen dan informasi kehukumannya,

249



Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Vol. 20 No. 2, Desember 2024

ISSN 2477-0361

yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar
Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.
Hal tersebut juga disampaikan oleh ahli dari
Badan Pembinaan Hukum Nasional yang
memaparkan bahwasanya terdapat dua
komponen peraturan yang dapat dijadikan
acuan.

“Komponen pengelolaan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum
menggunakan dua peraturan perundang-
undangan, yaitu Peraturan Presiden
Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum
Nasional serta Peraturan Menteri Hukum
dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Standar Pengelolaan Dokumen dan
Informasi Hukum.” (Ayu, personal
communication, March 13, 2024)

Rangkaian proses tata kelola dokumen dan
informasi kehukuman di JDIH Universitas
Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
sendiri menggunakan Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia No0.8/2019 tentang Standar
Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum
sebagai acuan utama dalam tata kelolanya.
Pemanfaatan sumber informasi berupa
peraturan perundang-undangan sebagai standar
serta acuan utama dalam proses tata kelola
aneka ragam jenis informasi berformat
dokumen dan arsip memiliki peranan signifikan
terhadap aspek akuntabilitas lembaga penaung
dalam memberikan pelayanan publik yang
prima (Makwae, 2021). Pada peraturan yang
telah disebutkan sebelumnya, standar dari
rangkaian proses tata kelola dokumen dan
informasi hukum dibagi ke dalam tiga aspek
yang berbeda namun saling berkesinambungan
dan berkaitan satu dengan yang lainnya, yakni
penciptaan abstrak peraturan perundang-
undangan, pengolahan dokumen dan informasi
hukum, serta pelaporan evaluatif tata kelola
JDIH di tingkat nasional. Peranan proses
standardisasi sebuah lembaga pengelola
dokumen dan informasi hukum dengan
berbasiskan pada satu acuan utama dipandang
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sebagai sesuatu yang krusial serta penting
karena standardisasi pada hakikatnya adalah
sebuah proses pengembangan di dalam badan
organisasi tertentu yang dapat digunakan
sebagai aturan, kaidah, pedoman, hingga
karakteristik suatu tindakan secara kolektif
untuk mencapai target optimal serta upaya
penghematan biaya yang telah didiskusikan
serta ditentukan secara bersama-sama
sebelumnya (Yusoff & Oseni, 2018). Ketiga
rangkaian tahapan tata kelola dokumen dan
informasi hukum tersebut dapat divisuali-
sasikan ke dalam bagan pada Gambar 2.

Rentetan proses tata kelola dokumen dan
informasi hukum di JDIH UIN Sunan Gunung
Djati Bandung diawali dengan mengacu pada
standar yang telah ditentukan, kemudian
dilanjutkan pada proses pembuatan abstrak
peraturan perundang-undangan yang dilakukan
secara bersamaan dengan pengolahan dokumen
dan informasi kehukuman. Pembuatan abstrak
sebagai salah satu rangkaian tata kelola
dokumen dan informasi hukum ini memiliki
peranan krusial dalam membantu dan
memudahkan para pemustaka nantinya dalam
melihat, meninjau, serta mengakses inti sari
sebuah materi produk hukum yang berisi 15
halaman atau bahkan lebih secara lebih ringkas
dan gamblang. Tahapan ini juga nantinya akan
memberikan dampak serta memiliki manfaat
dalam mengarahkan pembaca atau pemustaka
untuk mendapatkan informasi serta dokumen
yang dibutuhkan secara lebih efektif, efisien,
cepat, akurat, dan tepat (Septian et al., 2021).
Walaupun proses ini memberikan dampak dan
manfaat yang begitu nyata, abstrak sebagai
salah satu luaran dari proses tata kelola
dokumen dan informasi hukum di UIN Sunan
Gunung Djati Bandung hanya memiliki peranan
dalam menampilkan inti sari sebuah produk
hukum secara ringkas dan padat saja, proses
penafsiran dari isi serta substansi produk hukum
tersebut tetap diserahkan kepada kebijakan para
pemustaka yang mengaksesnya.

“Abstrak hanya membantu pembaca untuk
melihat inti sari materinya saja, penafsiran
produk hukum diserahkan pada pembaca
dengan melihat materi produk hukum
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secara utuh.” (Raden, personal communi-
cation, July 24, 2023)

Proses atau tahapan selanjutnya adalah
rangkaian pengolahan dokumen dan informasi
hukum sesuai dengan muatan, jenis, serta
substansi yang terkandung. Pengolahan
dokumen dan informasi kehukuman pada aspek
serta tahapan ini lebih dari sekadar pelibatan
klasifikasi dan katalogisasi saja, melainkan
melibatkan pula proses pengintegrasian yang
lebih kompleks terhadap laman web
jdih.uinsgd.ac.id yang termasuk di dalamnya
standar metadata, standar laman web, hingga
standar teknis pengolahan dokumen dan
informasi hukum. Apabila dijabarkan secara
lebih ringkas dan sederhana, proses pengolahan
dokumen dan informasi hukum di JDIH UIN
Sunan Gunung Djati Bandung ini mencakup
rangkaian kegiatan dan aktivitas memasukan
informasi yang menjadi karakteristik suatu
dokumen dan informasi. Karakteristik
informasi tersebut dapat berupa jenis, tanggal,
nomor, judul, hingga statusnya ke dalam satu
unit yang terkomputerisasi oleh para pengelola
JDIH (Pramono, 2015). Aneka ragam status
dokumen hukum biasanya terdiri dari empat
kedudukan, yakni mencabut, mengubah,
dicabut, ataupun diubah. Pada rangkaian
tindakan yang terjadi di JDIH UIN Sunan
Gunung Djati, proses pengolahan dokumen dan
informasi kehukuman tersebut dilakukan
terhadap total 67 dokumen dan informasi hukum
dengan rincian yang terdapat di Gambar 3.

Beragam jenis dokumen dan informasi
hukum tersebut dihimpun, diolah, serta
didiseminasi berdasarkan ciri khas lembaga
penaung dari JDIH itu sendiri, yakni lembaga
pendidikan tinggi. Selain berdasarkan tipe
institusi penaungnya, pada aspek diseminasi
informasi, semua produk hukum yang sifatnya
terbuka juga menjadi asas penting yang tidak
dapat dilewatkan oleh para pengelola JDIH
dalam menentukan jenis dokumen dan
informasi kehukuman mana saja yang dapat
didiseminasi ke dalam ranah publik secara lebih
luas. Penerapan diseminasi informasi juga
memerlukan kesadaran tinggi dan pemahaman
ekstra dari para pengelola JDIH, bahwasanya

sebuah proses diseminasi dokumen dan
informasi hukum merupakan salah satu bentuk
upaya implementasi Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik yang memberikan jaminan terhadap
pemenuhan dan pelindungan hak atas informasi
yang melekat pada diri masyarakat luas sebagai
satu kesatuan utuh (Maryanti et al., 2022). Asas
tersebut juga menjadi salah satu pertimbangan
utama para pengelola JDIH UIN Sunan Gunung
Djati Bandung dalam rangkaian proses disemi-
nasi dokumen dan informasi yang dimilikinya.

Walaupun terdapat asas yang terkandung di
dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, dalam praktiknya tidak semua
informasi dan dokumen hukum yang dikelola
oleh JDIH UIN Sunan Gunung Djati Bandung
dapat serta-merta didiseminasikan melalui
laman web JDIH yang dimilikinya. Terdapat
satu prinsip modern yang harus didukung serta
ditaati oleh para penyelenggara diseminator
dokumen dan informasi kehukuman di suatu
organisasi, yakni prinsip perlindungan terhadap
data pribadi. Apabila berkaca melalui sudut
pandang standar yang eksis dan diterapkan di
negara-negara Eropa, maka hal tersebut akan
memberikan kepada kita pandangan tentang
prinsip General Data Protection Regulation atau
GDPR yang diformulasikan oleh negara-negara
di Eropa pada tahun 2018. Prinsip dasar GDPR
ini adalah memberikan landasan kepada para
pengelola informasi bahwa setiap kegiatan
pemrosesan data pribadi yang terkandung di
dalam dokumen tertentu harus memenuhi
beragam syarat hukum yang berlandaskan
proses berkeadilan, relevan, dan terbatas
penggunaannya pada hal-hal mutakhir yang
diperlukan saja (Katuli¢ et al., 2022). Selain
diterapkan pada berbagai negara di Eropa,
Indonesia juga secara prinsip mengakui adanya
penjaminan terhadap perlindungan data pribadi
sebagai komitmen kolektif yang bahkan
dikategorikan sebagai salah satu bentuk hak
asasi manusia yang harus didukung dan
dilindungi keberlangsungan serta keamanannya
oleh semua pihak terkait, khususnya para
penyelenggara negara '(Sudarwanto &
Kharisma, 2022).
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“Dokumen dan informasi yang boleh
dibagikan adalah semua produk hukum
yang sifatnya terbuka dan bukan merupa-
kan produk hukum yang bersifat atau berisi
keputusan yang mengikat individu.” (Arya,
personal communication, July 24, 2023)

Tahap terakhir dari rangkaian proses tata
kelola dokumen dan informasi hukum di JDIH
UIN Sunan Gunung Djati Bandung adalah
pembuatan laporan evaluasi pengelolaan JDIH.
Pada tahapan akhir ini, problem, halangan, serta
kendala yang dihadapi oleh lembaga pengelola
JDIH, dalam hal ini adalah JDIH UIN Sunan
Gunung Djati Bandung, akan terdeskripsikan
secara lebih jelas melalui pembuatan laporan
evaluasi yang berfungsi dalam pembuatan
pengetahuan baru bagi organisasi ataupun
pustakawan itu sendiri dalam mengembangkan
pelayanan JDIH yang dikelolanya (Ragili et al.,
2020). Berkaitan dengan proses pengevaluasian
aktivitas tata kelola dokumen dan informasi
hukum, JDIH UIN Sunan Gunung Djati masih
memiliki beberapa aspek yang belum selaras
sepenuhnya dengan standar yang telah
ditetapkan karena memiliki beberapa kendala
teknis yang dihadapi, khususnya pada problem
di bidang perangkat teknologi komunikasi dan
informasi, sumber daya insan yang belum
mumpuni, serta sarana dan prasarana penunjang
di sekitar kegiatan operasional yang belum
mendukung secara satu kesatuan sistem.

“Beberapa aspek masih dalam tahap
penyesuaian dengan Permenkumham,
terdapat kendala di bidang sumber daya
manusia, sistem informasi, dan juga bidang
sarana prasaran penunjang lainnya seperti
tempat koleksi fisik.” (Jaka, personal
communication, July 24, 2023)

Pembuatan laporan evaluasi pada tahapan
akhir ini dapat disebut juga sebagai e-report.
Pada dasarnya, e-report berfungsi sebagai
pembinaan, pengawasan, monitoring, serta
analisis terhadap penyelenggaraan dan pelak-
sanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum (JDIH) yang disampaikan secara
elektronik melalui laman web JDIHN. Jika
ditinjau dari sudut pandang yang lebih besar,

252

perancangan laporan evaluasi berupa e-report
ini berfungsi dalam melihat anggota-anggota
JDIH yang memiliki keunggulan dalam hal
pengolahan metadata di tahap pengolahan
dokumen dan informasi hukum. Hal tersebut
dipaparkan oleh ahli dari Badan Pembinaan
Hukum Nasional yang mengatakan bahwa nilai
unggul dapat dilihat pula dari e-report.

“Melalui Permenkumham Nomor 8 Tahun
2019 itu ada tiga, yaitu pengabstrakan,
pengolahan metadata, dan pembuatan e-
report. Dari e-report itu kita bisa tahu
anggota-anggota yang memiliki nilai
unggu dalam hal pengolahan metadata.”
(Putra, personal communication, March

13,2024)

E. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan proses
pengintegrasian tata kelola dokumen dan
informasi hukum di UIN Sunan Gunung Djati
Bandung dengan Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Nasional mencakup empat
fase. Rentetan kegiatan tata kelola dokumen dan
informasi hukum berbasiskan sistem JDIH
tersebut dilakukan dengan tiga rangkaian
aktivitas, yakni pembuatan abstrak peraturan
perundang-undangan, pengolahan dokumen
dan informasi kehukuman, serta pembuatan
laporan evaluasi pengelolaan JDIH atau e-
report. Penelitian ini dapat dikembangkan lebih
jauh lagi dengan mengambil aspek inovasi dari
tahapan per tahapan dari rangkaian proses tata
kelola dokumen dan informasi hukum secara
lebih spesifik. Pengembangan dalam aspek
teknologi komunikasi dan informasi yang
diterapkan dalam hal memberikan layanan
dokumen dan informasi juga menjadi salah satu
opsi menarik yang bisa dijadikan sebagai
kebaruan penelitian selanjutnya, baik itu proses
pengintegrasian tata kelola dokumen dan
informasi hukum di sektor publik maupun
partikelir. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat
mengamati proses penggunaan dokumen dan
informasi hukum yang tersedia di JDIH pada
ranah praktis maupun teoretis agar pembahasan
mengenai JDIH menjadi lebih kaya dan
komprehensif.
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DAFTAR GAMBAR

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Penyusunan Kerangka
Acuan Kerja Pembentukan
Lembaga JDIH UIN
Bandung

23 NOVEMBER 2022

Terbit izin penggunaan
aplikasi ILDIS dari Jaringan
Dokumentasi dan Informasi

Hukum Nasional

07 JANUARI 2023

Audensi dan koordinasi
dengan Unit Kerja di UIN
Bandung terkait kebutuhan

data JDIH sekaligus
menginput data JDIH
JANUARI - FEBRUARI 2023

kelembagaan JDIH
di UIN Bandung

30 NOVEMBER 2022

Visi dan Misi JDTH
UIN Bandung

19 DESEMBER 2022

02 MARET 2023

Mengajukan permohonan
penggunaan aplikasi
ILDIS JDIHN

30 NOVEMBER 2022

Terbit SK Rektor tentang
Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis dan

P katan Pengelola

JDIH
13 DESEMBER 2022

Berhasil sinkronisasi data
dengan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi
Hukum Nasional

03 MARET 2023

— _ A Fase 4
Mengikuti kegiatan Konsultasi dan koordinasi Audiensi dengan Kakanwil
Promosi, Penerbitan, serta dengan Kasubdivyankum Kementerian Hukum dan |
Proses kerjasama di Kabupaten dan JDIH Kanwil Hak Asasi Manusia i © IDIFN terkai
3 H Bandung Barat Jawa Barat 11s resmi terkait
PenglntegraS1an ] Kemenkumham Jabar telah terintegrasinya JDIH
di JDIH UIN 28 NOVEMBER 2022 02 JANUARI 2023 10 FEBRUARI 2023 UIN Bandung melalui laman
jdih.uinsgd.ac.id
Sunan Gunung
o L 06 MARET 2023
D-latl Bandung Audiensi dengan Rektor Rapat Keri Perubahan Templat laman
terkait pentingnya apat iserja penyusunan web JDIH UIN Bandung

Gambar | Proses pengintegrasian di JDIH UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 8 Tahun 2019

k!

k!

Tata Kelola Dokumen dan Informasi
Hukum di JDIH

Pembuatan Abstrak Peraturan

Pengolahan Dokumen dan Informasi Hukum

Pembuatan Laporan Evaluasi Pengelolaan

JDIH

Penyediaan Dokumen dan Informasi
Hukum yang Unggul dan Kompetitif pada

Tingkat Perguruan Tinggi

Gambar 2 Alur Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di JDIH UIN Sunan Gunung Djati Bandung
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Dokumen Hukum

=

Peraturan Monagrafi Hukum Artikel Hukum Putusan

Peraturan dan Kebijakan Terbaru

Gambar 3 Rincian Dokumen dan Informasi Hukum

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Informan penelitian (nama samaran)

Informan

Keteranngan
Fulan (L) . Jabatan disamarkan
Raden (L) Jabatan disamarkan
Arya (L) Jabatan disamarkan
Jaka (L) Jabatan disamarkan
Ayu (P) Pegawai BPHN
Putra (L) Pegawai BPHN

* P: Perempuan, L:Laki-Laki

Sumber: Data primer diolah, tahun 2024
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Tabel 2 Persebaran anggota JDIHN per Juli 2023

Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Nasional Frekuensi o
(JDIHN) berdasakarkan jenis lembaganya (n=1656) °
Kabupaten 416 25%
DPRD Kabupaten 415 25%
Perpustakaan Hukum 403 24.3%
Kota 98 5.9%
DPRD Kota 93 5.6%
Lembaga Non Struktural 38 2.3%
LPNK 37 2.2%
DPRD Provinsi 34 2%
Kementerian 34 2%
Provinsi 34 2%
Kanwil Kemenkumham 33 2%
Unit Eselon 1 Kemenkumham 11 0.7%
Lembaga Negara 10 0.6%
Unit Pelaksana Teknis Kemenkumham 5 0.3%

Sumber: Data primer diolah, tahun 2023

Tabel 3 Rincian perpustakaan hukum yang telah terintegrasi

Perpustakaan hukum yang telah terintegrasi dengan Frekuensi %
JDIHN (n=26)
Perguruan Tinggi Swasta 13 50%
Perguruan Tinggi Negeri 7 26.9%
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta 3 11.5%
Sekolah Tinggi Swasta 2 7.7%
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri 1 3.8%

Sumber: Data primer diolah, tahun 2023
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